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Abstract. The role of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in resolving electoral disputes 
through legal procedures at the Constitutional Court (MK) is crucial for maintaining integrity and justice 
in the democratic process in Indonesia. This research aims to analyze the effectiveness of Bawaslu's role 
in resolving electoral disputes by identifying the factors that influence its performance and the challenges 
it faces. The research method used is a qualitative approach through document studies, which includes 
laws, regulations, as well as Bawaslu's annual reports and MK's decisions. The results of the study show 
that the obstacles faced by Bawaslu include limited resources, political intervention, and low public legal 
awareness. Although Bawaslu plays a role in preventing violations and resolving disputes, the 
inconsistency between Bawaslu's decisions and MK's rulings indicates the need for improved coordination 
among institutions. Recommendations for enhancing Bawaslu's effectiveness include capacity building, 
improving inter-agency coordination, increasing transparency, public education, and utilizing information 
technology. This study is expected to contribute to the development of a better and fairer electoral system 
in Indonesia. 
Keywords: Bawaslu, electoral dispute resolution, Constitutional Court, effectiveness, democracy, election 
supervision, political intervention, legal awareness. 
 
Abstrak. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu melalui 
mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk menjaga integritas dan 
keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran 
Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerjanya, serta tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
melalui studi dokumen, yang mencakup undang-undang, peraturan, serta laporan tahunan Bawaslu dan 
keputusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Bawaslu mencakup 
keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun 
Bawaslu berperan dalam pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, ketidaksesuaian antara 
putusan Bawaslu dan MK menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga. Rekomendasi 
untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu meliputi penguatan kapasitas, peningkatan koordinasi 
antarlembaga, transparansi, edukasi masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih baik dan lebih adil 
di Indonesia. 
Kata Kunci: Bawaslu, penyelesaian sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi, efektivitas, demokrasi, 
pengawasan pemilu, intervensi politik, kesadaran hukum. 
 
PENDAHULUAN 

Dalam konteks pemilihan umum, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat 
krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Sebagai lembaga yang bertugas 
mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 
sengketa yang mungkin timbul terkait dengan pelanggaran aturan pemilu. Namun, efektivitas 
Bawaslu dalam menjalankan tugas ini sering kali dipertanyakan, terutama ketika harus 
berhadapan dengan mekanisme hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK) (Minan, 2019).  



EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU  
MELALUI MEKANISME HUKUM ACARA MK 

 
136          JINU - VOLUME 2, NO. 1, JANUARI 2025 

 

Masalah efektivitas peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu melalui 
mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 
Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang mempengaruhi kemampuan 
Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa. Kedua, kompleksitas 
proses hukum di MK yang memerlukan pemahaman mendalam dapat menjadi kendala bagi 
Bawaslu. Selain itu, keterlibatan politik dapat mempengaruhi independensi lembaga, sementara 
kurangnya kesadaran hukum di masyarakat mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam 
pengaduan sengketa (Ulya & Musyarri, 2020). Keterbatasan wewenang Bawaslu dibandingkan 
dengan MK, tantangan dalam pengumpulan bukti, perbedaan interpretasi regulasi, serta pengaruh 
media dan opini publik juga turut berkontribusi terhadap kesulitan yang dihadapi Bawaslu dalam 
menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif. 

Berdasarkan sebab-sebab yang telah diidentifikasi, masalah yang muncul terkait 
efektivitas peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu meliputi rendahnya kualitas 
penanganan sengketa dan tingginya intervensi politik. Keterbatasan sumber daya serta 
kompleksitas proses hukum dapat mengakibatkan penanganan sengketa yang kurang efektif dan 
tidak berkualitas (Sulistyowati, 2024). Hal ini berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil, 
mengganggu kepercayaan publik terhadap proses pemilu, dan menciptakan ketidakpuasan di 
kalangan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, keterlibatan politik dapat mempengaruhi 
independensi Bawaslu, sehingga keputusan yang diambil bisa dianggap tidak objektif dan 
transparan, yang pada gilirannya dapat menambah beban proses hukum di Mahkamah Konstitusi 
(MK). 

Masalah lainnya adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam pengaduan sengketa 
akibat kurangnya kesadaran hukum, yang membuat banyak pelanggaran tidak terlaporkan. Hal 
ini menyebabkan Bawaslu tidak memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil tindakan 
yang tepat, merugikan demokrasi dan hak-hak pemilih. Di samping itu, ambiguitas dan 
ketidakpastian hukum akibat perbedaan interpretasi regulasi dapat menciptakan kebingungan, 
yang memicu konflik lebih lanjut. Jika Bawaslu dianggap tidak efektif atau tidak independen, 
kepercayaan publik terhadap lembaga ini dan proses pemilu secara keseluruhan akan menurun, 
yang dapat berdampak negatif pada partisipasi pemilih di masa mendatang dan merusak integritas 
sistem demokrasi. 

Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, terdapat beberapa peraturan 
yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur 
tugas dan wewenang Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani pengaduan 
pelanggaran, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang 
memberikan kewenangan kepada MK untuk memutuskan sengketa hasil pemilu. Selain itu, 
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu memberikan 
pedoman teknis bagi Bawaslu dalam menangani sengketa, sedangkan Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 mengatur tata cara pengajuan sengketa pemilu ke MK. Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu juga penting untuk memastikan integritas dan profesionalisme 
Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, terdapat berbagai peraturan lain yang berkaitan 
dengan administrasi pemilu, seperti yang mengatur kampanye, penghitungan suara, dan pelaporan 
pelanggaran, yang memberikan konteks tambahan bagi tugas Bawaslu dalam menyelesaikan 
sengketa pemilu secara efektif (Ulya & Musyarri, 2020). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas peran Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu melalui mekanisme hukum acara di 
Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
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faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bawaslu, termasuk keterbatasan sumber daya, 
intervensi politik, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Selain itu, 
penelitian ini juga bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya, serta dampak dari peraturan-peraturan yang relevan 
terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan 
dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menjaga 
integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang "Efektivitas 
Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu melalui Mekanisme Hukum Acara MK" 
guna memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang membutuhkan dan dapat menjadi sumber 
refrensi bagi mahasiswa yang membutuhkan. 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara 

mendalam efektivitas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa 
pemilu melalui mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Fokus penelitian ini 
sejalan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu, mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Sumber 
dan jenis data yang digunakan adalah studi dokumen, di mana peneliti akan mengumpulkan dan 
menganalisis berbagai dokumen terkait seperti undang-undang, peraturan, laporan tahunan 
Bawaslu, dan keputusan MK. Selain itu, dokumen berita dan publikasi dari lembaga-lembaga 
terkait juga akan dianalisis untuk memberikan konteks sosial dan politik yang mempengaruhi 
kinerja Bawaslu. Dengan menggunakan studi dokumen, penelitian ini bertujuan untuk 
mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam, yang akan dianalisis secara 
kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan efektivitas peran Bawaslu 
dalam penyelesaian sengketa pemilu. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Peran Bawaslu 

Penyelesaian sengketa pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan 
kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Pemilu merupakan sarana utama bagi masyarakat 
untuk mengekspresikan hak politiknya dan memilih pemimpin yang mereka percayai. Namun, 
tidak jarang dalam proses pemilu terjadi sengketa yang dapat mengganggu kelancaran dan hasil 
dari pemilu itu sendiri. Sengketa ini dapat berupa perselisihan terkait hasil suara, pelanggaran 
kampanye, hingga masalah administratif lainnya (Firdaus & Anam, 2020). Oleh karena itu, 
penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan agar semua 
pihak merasa adil dan diakomodasi. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam 
penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang bertanggung 
jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, Bawaslu bertugas memastikan bahwa proses pemilu 
berlangsung secara adil, jujur, dan transparan. Berikut adalah beberapa peran utama Bawaslu 
dalam penyelesaian sengketa pemilu (Minan, 2019; Ulya & Musyarri, 2020): 
1. Pengawasan dan Pencegahan: Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan 

pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Dengan melakukan pengawasan yang 
ketat, Bawaslu dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan 
sengketa. 
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2. Penanganan Pelanggaran: Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan 
pelanggaran pemilu. Jika terdapat temuan pelanggaran, Bawaslu dapat mengambil langkah-
langkah untuk menyelesaikannya, termasuk melakukan mediasi antara pihak-pihak yang 
bersengketa. 

3. Penyelesaian Sengketa: Bawaslu juga berperan dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu 
yang diajukan oleh peserta pemilu. Mereka memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas 
untuk menangani sengketa tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat 
dipertanggungjawabkan. 

4. Sosialisasi dan Edukasi: Selain itu, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk melakukan 
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam 
pemilu, serta prosedur penyelesaian sengketa. Informasi yang jelas dan transparan dapat 
membantu mengurangi potensi sengketa. 

5. Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu juga bekerja 
sama dengan lembaga lain, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan lembaga penegak 
hukum, untuk memastikan bahwa semua aspek pemilu berjalan dengan baik dan sengketa 
dapat diselesaikan secara efektif. 

Dengan peran penting Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu, diharapkan proses 
demokrasi di Indonesia dapat berlangsung dengan baik, transparan, dan adil. Keberadaan Bawaslu 
sebagai pengawas dan mediator sengketa pemilu sangat vital untuk meningkatkan kepercayaan 
publik terhadap sistem pemilu, serta untuk memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan diakui. 
Penyelesaian sengketa yang baik tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang 
terlibat, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilu dan mendukung stabilitas politik di 
negara. 
Mekanisme Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilu 

Mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam penyelesaian 
sengketa pemilu diatur dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi 
semua pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para 
penggugat dan tergugat (Konstitusi, 2010). Berikut adalah penjelasan detail mengenai mekanisme 
hukum acara MK dalam penyelesaian sengketa pemilu: 
1. Dasar Hukum :Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di MK diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 
yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa pemilu. MK berwenang untuk memutuskan 
sengketa hasil pemilu, baik untuk pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan presiden, 
maupun pemilihan kepala daerah. 

2. Jenis Sengketa yang Dapat Diajukan, Sengketa yang dapat diajukan ke MK meliputi: 
Sengketa hasil pemilu. Sengketa terkait pelanggaran pemilu yang berdampak pada hasil 
pemilu. Sengketa mengenai syarat calon peserta pemilu. 

3. Pengajuan Permohonan : Proses penyelesaian sengketa dimulai dengan pengajuan 
permohonan. Berikut adalah langkah-langkahnya: Pihak yang Berhak Mengajukan: Hanya 
pihak-pihak tertentu yang dapat mengajukan permohonan, seperti calon peserta pemilu, 
partai politik, atau pemilih yang merasa dirugikan. Batas Waktu: Permohonan harus diajukan 
dalam waktu 3x24 jam setelah pengumuman resmi hasil pemilu oleh KPU (Komisi 
Pemilihan Umum). 

4. Pendaftaran Permohonan : Setelah permohonan diterima, MK akan melakukan pendaftaran 
dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika semua dokumen lengkap dan memenuhi syarat, 
MK akan memberikan nomor register dan menetapkan jadwal sidang. 
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5. Persidangan, Pada tahap persidangan, proses ini meliputi: Pemberitahuan kepada Para Pihak: 
Semua pihak yang terlibat akan diberitahukan mengenai waktu dan tempat persidangan. 
Penyampaian Bukti dan Argumen: Para pihak akan diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan bukti-bukti dan argumen mereka. MK akan mendengarkan keterangan saksi 
dan ahli jika diperlukan. Sidang Terbuka untuk Umum: Persidangan umumnya dilakukan 
secara terbuka, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh MK. 

6. Putusan : Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, MK akan mengambil keputusan. 
Putusan ini bersifat final dan mengikat. Berikut adalah beberapa hal mengenai putusan: 
Waktu Pemberian Putusan: MK harus memberikan putusan paling lambat 14 hari setelah 
persidangan terakhir. Isi Putusan: Putusan MK harus mencakup pertimbangan hukum yang 
jelas dan alasan yang mendasari keputusan tersebut. Pelaksanaan Putusan: KPU wajib 
melaksanakan putusan MK dalam waktu yang ditentukan, dan MK dapat mengawasi 
pelaksanaan tersebut. 

7. Kepentingan Hukum : Salah satu prinsip penting dalam mekanisme ini adalah adanya 
kepentingan hukum (legal standing) bagi pihak yang mengajukan permohonan. Hanya 
pihak-pihak yang dapat membuktikan bahwa mereka secara langsung dirugikan oleh hasil 
pemilu yang dapat mengajukan sengketa ke MK. 

8. Peran Mediasi dan Konsiliasi : Sebelum melanjutkan ke persidangan, MK juga dapat 
melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi damai. 
Namun, jika mediasi tidak berhasil, proses persidangan akan dilanjutkan. 

Mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu 
bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan secara adil, transparan, dan 
efisien. Proses ini mencerminkan komitmen MK untuk menjaga integritas pemilu dan 
memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak konstitusional warga negara dalam berpartisipasi 
dalam proses demokrasi. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan semua pihak dapat 
menerima hasil pemilu dengan lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
sistem pemilu di Indonesia. 
Analisis Peran Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 
integritas pemilu dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dalam konteks sengketa 
pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), efektivitas peran Bawaslu dapat dianalisis 
dari beberapa aspek, mulai dari pencegahan pelanggaran hingga kontribusinya dalam proses 
hukum di MK. Berikut adalah analisis detail mengenai efektivitas peran Bawaslu dalam konteks 
ini. 
1. Pencegahan Pelanggaran Pemilu  

Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan yang proaktif 
terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk pencegahan pelanggaran yang dapat berujung pada 
sengketa. Dalam hal ini, efektivitas Bawaslu dapat dilihat dari: 
a) Pengawasan yang Ketat: Dengan melakukan pengawasan di berbagai tahap pemilu 

(pencalonan, kampanye, pemungutan suara), Bawaslu dapat mendeteksi dan mencegah 
pelanggaran sebelum terjadi sengketa. Hal ini sangat penting karena semakin sedikit 
pelanggaran yang terjadi, semakin kecil kemungkinan sengketa yang harus diselesaikan 
oleh MK.   

b) Sosialisasi dan Edukasi: Melalui program sosialisasi dan edukasi, Bawaslu dapat 
meningkatkan pemahaman masyarakat dan peserta pemilu tentang peraturan yang 
berlaku, sehingga mengurangi potensi sengketa. Efektivitas dalam hal ini dapat diukur 
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melalui peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam 
pemilu. 

2. Penanganan Laporan dan Mediasi 
Bawaslu berperan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu: 
a) Proses Penanganan Laporan: Bawaslu memiliki mekanisme untuk menangani laporan 

pelanggaran. Jika laporan ditangani dengan baik, ini dapat mengurangi jumlah sengketa 
yang harus dibawa ke MK. Namun, efektivitas Bawaslu dalam hal ini tergantung pada 
responsifitas dan kecepatan dalam menangani laporan serta memberikan rekomendasi 
atau sanksi yang tepat. 

b) Mediasi: Sebelum sengketa dibawa ke MK, Bawaslu juga dapat berperan sebagai 
mediator antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika mediasi berhasil, maka proses 
hukum di MK dapat dihindari, yang menunjukkan efektivitas Bawaslu dalam 
menyelesaikan masalah di tingkat awal. 

3. Keterlibatan dalam Proses di MK 
Bawaslu memiliki peran dalam menyampaikan informasi dan bukti yang relevan selama 
proses persidangan di MK: 
a) Sebagai Pihak yang Dapat Dihubungi: Dalam sengketa yang diajukan ke MK, Bawaslu 

dapat menjadi pihak yang memberikan keterangan atau bukti yang relevan. Efektivitas 
Bawaslu di sini tergantung pada kualitas data dan informasi yang mereka sediakan 
kepada MK, serta kemampuan mereka untuk menjelaskan situasi secara jelas dan 
objektif. 

b) Koordinasi dengan KPU: Bawaslu juga berkolaborasi dengan KPU dalam memastikan 
bahwa semua informasi yang relevan disampaikan kepada MK. Koordinasi yang baik 
antara kedua lembaga ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan 
kredibilitas hasil pemilu serta penyelesaian sengketa. 

4. Keputusan MK dan Dampaknya 
Keputusan MK atas sengketa pemilu yang diajukan dapat menjadi indikator efektivitas 
Bawaslu: 
a) Kepatuhan terhadap Putusan MK: Jika Bawaslu mampu menjalankan tugas pengawasan 

dan penanganan pelanggaran dengan baik, maka keputusan MK cenderung lebih diakui 
dan diterima oleh publik. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah berkontribusi pada 
proses yang adil dan transparan. 

b) Tindak Lanjut atas Putusan: Setelah MK mengeluarkan putusan, Bawaslu memiliki 
tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Kemampuan Bawaslu 
dalam mengawasi dan memastikan bahwa keputusan MK dilaksanakan dengan baik 
mempengaruhi efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa. 

5. Tantangan yang Dihadapi Bawaslu 
Meskipun Bawaslu memiliki peran yang signifikan, ada beberapa tantangan yang dapat 
mempengaruhi efektivitasnya: 
a) Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dapat membatasi 

kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan efektif.   
b) Politik dan Intervensi: Dalam beberapa kasus, Bawaslu mungkin menghadapi tekanan 

politik yang dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam mengawasi 
dan menyelesaikan sengketa. 
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c) Tingkat Kesadaran Masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak 
mereka dalam pemilu dapat mengakibatkan kurangnya laporan pelanggaran, sehingga 
mengurangi data yang diperlukan untuk analisis dan tindakan oleh Bawaslu. 

Secara keseluruhan, efektivitas peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu 
melalui mekanisme hukum acara MK sangat bergantung pada kemampuannya dalam melakukan 
pencegahan pelanggaran, menangani laporan secara efisien, berperan aktif dalam proses di MK, 
dan melaksanakan putusan MK. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Bawaslu tetap 
menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Dengan perbaikan dalam 
aspek sumber daya, independensi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, efektivitas Bawaslu 
dapat semakin ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem demokrasi dan 
kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. 
Studi Kasus Penyelesaian Pemilu Oleh Bawaslu Melalui Hukum Acara Mk 

Kasus yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam 
penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks pelanggaran administrasi. 
Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan 
ketidakpastian hasil pemilu, ketidaksesuaian antara putusan Bawaslu dan MK, serta implikasi dari 
keputusan tersebut (Fadhilah, 2024). 
1. Latar Belakang Kasus : Kasus ini berawal dari sengketa pemilu yang melibatkan Partai 

Gerindra, di mana Bawaslu memutuskan adanya pelanggaran administrasi yang 
mempengaruhi perolehan suara. Bawaslu, dalam putusannya, memerintahkan KPU untuk 
melakukan perbaikan terhadap hasil perolehan suara. Namun, keputusan Bawaslu tersebut 
tidak diakui oleh MK, yang menolak untuk mengabulkan putusan Bawaslu dan menyatakan 
bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk melakukan perbaikan tersebut. 

2. Ketidaksesuaian Antara Putusan Bawaslu dan MK : Posisi Bawaslu: Sebagai lembaga 
pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu 
dan menindaklanjuti laporan pelanggaran. Dalam kasus ini, Bawaslu melihat adanya 
pelanggaran administrasi yang berdampak pada hasil pemilu dan mengambil langkah 
proaktif untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bawaslu berargumen bahwa tindakan 
tersebut penting untuk menjaga integritas pemilu dan keadilan bagi semua peserta pemilu. 
Posisi Mahkamah Konstitusi: MK, sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan 
sengketa hasil pemilu, memiliki perspektif yang lebih luas mengenai ketentuan hukum yang 
berlaku. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang jelas untuk 
melakukan perubahan hasil suara setelah pengumuman resmi oleh KPU. MK berpegang pada 
prinsip finalitas hasil pemilu dan pentingnya stabilitas politik. 

3. Implikasi dari Keputusan MK : Keputusan MK untuk menolak putusan Bawaslu memiliki 
beberapa implikasi penting: Kepastian Hukum: Dengan menolak putusan Bawaslu, MK 
memberikan kepastian hukum tentang finalitas hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU. Hal 
ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. 
Namun, di sisi lain, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi pihak-
pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran administrasi. Kredibilitas Bawaslu: 
Ketidaksesuaian antara putusan Bawaslu dan MK dapat mempengaruhi kredibilitas Bawaslu 
sebagai lembaga pengawas. Masyarakat mungkin mempertanyakan efektivitas Bawaslu 
dalam menegakkan aturan dan menyelesaikan pelanggaran. Ini dapat berimplikasi pada 
persepsi publik terhadap pemilu di masa mendatang. Pendidikan Hukum dan Kesadaran 
Masyarakat: Kasus ini menyoroti pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat terkait hak-
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hak mereka dalam pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa. Masyarakat perlu 
memahami bahwa ada jalur hukum yang harus diikuti dan bahwa tidak semua keputusan 
Bawaslu dapat diubah secara langsung oleh MK. 

4. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu, Kasus ini juga menyoroti beberapa 
tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa pemilu: Koordinasi Antarlembaga: 
Ketidakselarasan antara keputusan Bawaslu dan MK menunjukkan perlunya peningkatan 
koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemilu. Hal ini dapat membantu 
menciptakan proses yang lebih harmonis dan mengurangi ketidakpastian bagi para pihak 
yang terlibat. Penegakan Hukum yang Konsisten: Penting bagi semua pihak, termasuk 
Bawaslu dan MK, untuk memiliki pemahaman yang sama tentang ketentuan hukum yang 
berlaku. Ini akan memastikan keputusan yang diambil konsisten dan berdasarkan pada 
prinsip-prinsip hukum yang jelas. 

Kasus pelanggaran administrasi pada pemilu 2019 yang tercermin dalam Putusan MK 
Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mencerminkan tantangan yang kompleks 
dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Ketidaksesuaian antara putusan Bawaslu dan 
MK menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pemahaman yang lebih baik antara 
lembaga-lembaga yang terlibat. Meskipun MK memberikan kepastian hukum, penting untuk 
memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prinsip utama dalam penyelesaian sengketa pemilu. 
Ke depan, peningkatan transparansi, edukasi publik, dan penegakan hukum yang konsisten akan 
sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan 
lembaga-lembaga yang mengawasinya. 
Rekomendasi Dan Saran Untuk Meningkatkan Efektivitas Bawaslu 

Untuk meningkatkan efektivitas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam 
penyelesaian sengketa pemilu melalui mekanisme hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK), 
beberapa rekomendasi dan saran dapat dipertimbangkan. Rekomendasi ini mencakup penguatan 
kapasitas Bawaslu, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kesadaran hukum di 
kalangan masyarakat. Berikut adalah penjelasan detail mengenai rekomendasi tersebut: 
1. Penguatan Kapasitas Bawaslu : 

a) Pelatihan dan Pengembangan SDM: Bawaslu perlu mengadakan pelatihan rutin bagi 
staf dan pengawas pemilu untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hukum 
pemilu, prosedur penyelesaian sengketa, dan teknik mediasi. Dengan pengetahuan yang 
lebih baik, Bawaslu dapat menanggapi pelanggaran dengan lebih efektif dan 
memberikan rekomendasi yang tepat kepada MK. 

b) Peningkatan Sumber Daya: Mengingat keterbatasan sumber daya, Bawaslu dapat 
diajukan permohonan anggaran yang lebih besar dan memadai dari pemerintah. 
Penambahan pegawai, terutama ahli hukum dan analis data, akan membantu dalam 
pengawasan dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif. 

2. Peningkatan Koordinasi Antarlembaga 
a) Forum Koordinasi: Mengadakan forum berkala antara Bawaslu, KPU, dan MK untuk 

membahas isu-isu terkait pelaksanaan pemilu dan penyelesaian sengketa. Forum ini 
dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, pengalaman, dan best 
practices. 

b) Protokol Bersama: Mengembangkan protokol bersama yang memuat langkah-langkah 
yang jelas dalam menangani pelanggaran pemilu dan sengketa. Protokol ini harus 
mencakup prosedur komunikasi yang baik antara Bawaslu dan KPU serta MK, sehingga 
semua pihak dapat bekerja secara sinergis. 
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3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas 
a) Pelaporan dan Monitoring: Bawaslu perlu meningkatkan transparansi dengan 

menerbitkan laporan tahunan yang menggambarkan aktivitas pengawasan, penanganan 
pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Laporan ini harus mencakup statistik dan 
analisis serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. 

b) Sistem Pengaduan yang Efisien: Memperkuat sistem pengaduan yang memudahkan 
masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Bawaslu harus memastikan bahwa 
laporan yang diterima ditangani secara cepat dan transparan, serta memberikan umpan 
balik kepada pelapor. 

4. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat 
a) Program Edukasi: Mengembangkan program edukasi publik yang menjelaskan hak-hak 

pemilih, proses pemilu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Edukasi ini dapat 
dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau media sosial, dengan tujuan meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang ada. 

b) Keterlibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan 
pemilu, misalnya melalui program relawan atau pengawas pemilu independen. 
Keterlibatan masyarakat dapat membantu Bawaslu dalam mendeteksi pelanggaran lebih 
awal. 

5. Penggunaan Teknologi Informasi 
a) Sistem Informasi Pengaduan: Mengembangkan aplikasi atau portal online yang 

memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung. 
Sistem ini juga dapat memberikan informasi tentang status laporan yang telah diajukan, 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

b) Analisis Data: Memanfaatkan teknologi analisis data untuk mengidentifikasi pola 
pelanggaran pemilu. Dengan menggunakan data yang ada, Bawaslu dapat 
merencanakan strategi pengawasan yang lebih fokus dan efisien. 

6. Advokasi dan Kerjasama dengan Lembaga SWASTA 
a) Kerjasama dengan Lembaga Swasta dan LSM: Bawaslu dapat menjalin kemitraan 

dengan lembaga swasta dan organisasi masyarakat sipil (LSM) yang memiliki 
kepedulian terhadap pemilu. Kerjasama ini dapat membantu dalam pengawasan dan 
memberikan dukungan tambahan dalam hal sumber daya dan pengetahuan. 

b) Advokasi untuk Reformasi Hukum: Bawaslu perlu berperan aktif dalam advokasi 
perubahan regulasi atau perundang-undangan yang dapat meningkatkan efektivitas 
pengawasan dan penyelesaian sengketa. Ini termasuk pengusulan perubahan dalam 
undang-undang pemilu untuk memberikan kekuatan yang lebih besar kepada Bawaslu 
dalam menangani pelanggaran. 

Rekomendasi yang dijelaskan di atas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peran 
Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu melalui mekanisme hukum acara MK. Dengan 
penguatan kapasitas, peningkatan koordinasi antarlembaga, transparansi, edukasi masyarakat, 
penggunaan teknologi, dan advokasi untuk reformasi hukum, Bawaslu dapat lebih proaktif dan 
responsif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan berkontribusi pada integritas dan 
kepercayaan publik terhadap proses pemilu, serta meningkatkan legitimasi hasil pemilu di 
Indonesia. 

KESIMPULAN 
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Efektivitas peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa 
pemilu melalui mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk 
menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Penelitian menunjukkan 
bahwa meskipun Bawaslu memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam mengawasi 
pelaksanaan pemilu dan menangani sengketa, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi 
kinerjanya. Keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum 
masyarakat menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas Bawaslu. Bawaslu menjalankan 
peran penting dalam pencegahan pelanggaran melalui pengawasan yang ketat, penanganan 
laporan pelanggaran, dan mediasi sengketa. Namun, ketidaksesuaian antara putusan Bawaslu dan 
MK dalam beberapa kasus menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pemahaman yang 
lebih baik antara lembaga-lembaga terkait. Keputusan MK memberikan kepastian hukum, tetapi 
juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Rekomendasi 
untuk meningkatkan efektivitas Bawaslu mencakup penguatan kapasitas melalui pelatihan dan 
peningkatan sumber daya, peningkatan koordinasi antar lembaga, transparansi, edukasi 
masyarakat mengenai hak-hak pemilih, dan penggunaan teknologi informasi. Melalui langkah-
langkah ini, diharapkan Bawaslu dapat lebih proaktif dan responsif dalam menjalankan tugasnya, 
yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan 
legitimasi hasil pemilu di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pemilu yang lebih baik dan lebih adil, serta 
meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses 
demokrasi di Indonesia. 
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